
BUPATI TUBAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 28 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TUBAN, 

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajenien Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap 

Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tuban, perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tuban; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 



Menetapkan 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 

Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai 

Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1861); 

11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Toban (Berita Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2018 Seri E Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TUBAN NO MOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Tuban Nornor 

11 Tahun 2018 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pernerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nornor 8), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 

sebagai beriku t : 

Pasal 9 

PNS yang rnenduduki jabatan guru pada sekolah yang 

rnendapat liburan rnenurut peraturan perundang­

undangan, berhak rnendapat cuti tahunan. 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 

sebagai beriku t : 

Pasal 15 

(1) PNS yang sakit harus rnengajukan perrnohonan cuti 

secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang 

rnenerirna delegasi wewenang untuk rnernberikan hak 

atas cuti sakit dengan rnelampirkan surat keterangan 

dokter, baik di dalam rnaupun di luar negeri yang 

rnerniliki izin praktek yang dikeluarkan oleh 

pejabat/ instansi yang berwenang. 

(2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), paling sedikit memuat pernyataan tentang 

perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan 

lain yang diperlukan. 

(3) Hak atas cuti sakit sebagairnana dirnaksud pada ayat 

(1) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

(4) Jangka waktu cuti sakit sebagairnana dimaksud pada 

ayat (3), jika diperlukan dapat ditarnbah paling lama 

6 ( enam) bulan berdasarkan surat keterangan tirn 

penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang 

rnenyelenggarakan urusan pernerintahan dibidang 

Kesehatan. 
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(5) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4), harus diuji kembali kesehatannya oleh 

tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang Kesehatan. 

(6) Apabila berdasarkan hasil pegujian kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) PNS belum 

sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan 

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena 

sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 33 

(1) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a sampai dengan huruf e yang akan dijalankan 

di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh Bupati. 

(2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat memberikan 

kuasa kepada pejabat lain ditunjuk. 

(3) Dalam hal yang mendesak sehingga PNS yang 

bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari 

Bupati atau pejabat lain yang mendapat kuasa Bupati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

pejabat yang tertinggi ditempat PNS yang 

bersangkutan bekerja dapat memberikan izin 

sementara secara tertulis untuk menggunakan hak 

atas cuti. 

(4) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) harus segera diberitahukan kepada 

Bupati atau pejabat lain yang mendapatkan kuasa 

Bupati. 

(5) Bupati atau pejabat lain yang mendapatkan kuasa 

Bupati, setelah menerima pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan hak 

atas cuti kepada PNS yang bersangkutan. 
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Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Toban 
Pada tanggal 20 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KAB PATENTUBAN, 

A 

Ditetapkan di Tuban 
pada tanggal 20 Mei 2020 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 21 

J 


